Dipindai dengan CamScanner




10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019
(Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
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Memperhatikan:

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020
tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa
Tahun 2021;

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020
tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020
tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;
Peraturan Desa Wonolelo Nomor 04 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonolelo
(Lembaran Desa Wonolelo Tahun 2019 Nomor 04);

Peraturan Desa Wonolelo Nomor 05 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonolelo Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Desa Wonolelo Tahun 2021 Nomor

5).

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa
dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 dan Penggunaan Dana Desa Tahun
2021;

2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam
Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat Skala Mikro di Desa;
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Menetapkan

3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian

Keuangan Republik Indonesia Nomor

SE-2/PK/2021

tentang Penyesuaian Penggunaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019.

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN

BELANJA DESA WONOLELO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula
berjumlah Rp.1.628.635.396,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh
Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan
Puluh Enam Rupiah), bertambah/berkurang tetap Rp.1.628.635.396,-
(Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga
Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

1

1L 2

1.3.

1.4.

Pendapatan Asli Desa

a. Semula

b. Bertambah/Berkurang

c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran
Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa

Transfer

a. Semula

b. Bertambah/Berkurang

c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran
Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Desa

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

a. Semula

b. Bertambah/Berkurang

c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran
Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Desa

Jumlah Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah/Berkurang

c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran
Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Desa

2. Belanja Desa

2.1

Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula

b. Bertambah/Berkurang

c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran
Anggaran,Pendapatan dan Belanja Desa

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

30.759.200,-
0,-
30.759.200,-

1.376.712.000,-
0,-
1.376.712.000,-

4.462.457,-
0,3
4.462.457 -

1.411.933.657,-
0,-
1.411.933.657,-

495.638.156,-
0,-
495.638.156,-
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2.2

2.3.

2.4.

2.5.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula

b. Bertambah/Berkurang

¢. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran
Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula

b. Bertambah/Berkurang

¢. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran
Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Semula

b. Bertambah/Berkurang

c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran
Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Desa

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

dan Mendesak Desa

a. Semula

b. Bertambah/Berkurang

c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran
Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Desa

Jumlah Belanja
Surplus/Defisit
3. Pembiayaan Desa

3.1.

3.2.

3.3.

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Penerimaan Pembiayaan

a. Semula

b. Bertambah/Berkurang

c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran
Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Desa

Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula

b. Bertambah/Berkurang

c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran
Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Desa

Selisih Pembiayan Setelah Perubahan

Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan

Belanja Desa

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini.

Rp. 910.457.000,-
Rp. 0,- i
Rp. 910.457.000,-
Rp. 20.221.040,- |
Rp. O)' 1
Rp. 20.221.040,-
Rp. 94.719.200,-
(Rp. 0,-
Rp. 94.719.200,-
Rp. 107.600.000,-
Rp 07'
Rp. 107.600.000,-
Rp. 1.628.635.396,-
Rp. (216.701.739,-)
Rp. 216.701.739,-
Rp. 0,-
Rp. 216.701.739,-

g
Rp. 0,-
Rp. 0,- 1
Rp. 0,-
Rp. 216.701.739,-
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